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Abstract: The rapid development of information technology has significantly transformed the financial sector, 

particularly with the rise of online lending services or fintech lending. While these services provide easier access 

to financial resources, they also bring various challenges, including an increase in disputes between lenders and 

borrowers. The government, through the Financial Services Authority (OJK), has formulated regulations to 

protect consumers and promote the use of mediation as an alternative dispute resolution method that is more 

efficient and less burdensome for both parties. This study aims to analyze the effectiveness of mediation as a 

solution for resolving online lending disputes, using a normative juridical approach. Data were collected from 

various primary and secondary legal sources and analyzed deductively. The results indicate that mediation offers 

a faster, more flexible, and less formal mechanism compared to court proceedings. However, challenges such as 

low consumer financial literacy and a lack of understanding by service providers about the mediation process 

need to be addressed through increased education and awareness campaigns. In conclusion, mediation has great 

potential to become a more equitable and efficient dispute resolution mechanism in the fintech lending industry, 

provided it is supported by adequate regulations and improved awareness among the involved parties. 
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Abstrak: Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa transformasi besar dalam sektor 

keuangan, termasuk musnculnya layanan pinjaman online atau fintech lending. Meskipun memberikan 

kemudahan akses finansial, layanan ini juga memunculkan berbagai tantangan, seperti meningkatnya sengketa 

antara pemberi dan penerima pinjaman. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah merumuskan 

regulasi untuk melindungi konsumen dan mendorong penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian 

sengketa yang lebih efisien dan tidak membebani kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

efektivitas mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa pinjaman online, dengan menggunakan pendekatan 

yuridis normatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara 

deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan mekanisme yang lebih cepat, fleksibel, dan 

tidak formal dibandingkan jalur pengadilan. Namun, tantangan seperti rendahnya tingkat literasi konsumen dan 

kurangnya pemahaman penyedia layanan mengenai proses mediasi perlu diatasi melalui peningkatan edukasi dan 

sosialisasi. Kesimpulannya, mediasi memiliki potensi besar untuk menjadi mekanisme penyelesaian sengketa 

yang lebih adil dan efisien dalam industri fintech lending, asalkan didukung oleh regulasi yang memadai dan 

kesadaran yang lebih baik di antara para pihak yang terlibat.  

 

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Fintech Lending, Pinjaman Online, Mediasi, Penyelesaian Sengketa. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa dampak signifikan pada 

berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, yang mengalami transformasi besar melalui 

munculnya layanan fintech lending atau pinjaman online. Teknologi yang semakin maju telah 

mendorong inovasi dalam cara orang mengakses layanan keuangan, terutama bagi masyarakat 

yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Namun, dengan 

pertumbuhan teknologi yang pesat ini, berbagai tantangan juga muncul, sehingga diperlukan 

kebijakan dan regulasi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan 
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perlindungan konsumen. Pemerintah dan otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), terus berupaya merumuskan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan fintech 

tanpa mengorbankan keamanan dan stabilitas keuangan.1 

Salah satu bentuk fintech yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah peer-to-

peer (P2P) lending atau pinjaman online, yang menawarkan solusi keuangan yang cepat dan 

mudah diakses. P2P lending berkembang pesat karena kemampuannya mempertemukan 

pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tanpa melalui perantara lembaga keuangan 

konvensional, seperti bank. Hal ini memungkinkan proses pinjam meminjam dilakukan dengan 

lebih efisien dan transparan, sehingga menarik minat banyak pihak untuk terlibat dalam 

platform ini.2 

Dalam konteks regulasi, peer-to-peer lending atau pinjaman online diatur sebagai 

Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Layanan ini memungkinkan 

transaksi pinjam meminjam dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet, di mana 

pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat melakukan perjanjian dengan cara yang lebih 

mudah dan terstruktur. Regulasi dari OJK bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang 

jelas bagi para pelaku di industri ini, sekaligus melindungi konsumen dari potensi risiko seperti 

gagal bayar atau praktik yang tidak etis.3  Dengan regulasi yang semakin ketat, diharapkan 

fintech lending, khususnya P2P lending, dapat terus berkembang dengan tetap menjaga prinsip 

kehati-hatian dalam operasionalnya. Pemerintah dan otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), telah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan konsumen dalam 

sektor pinjaman online. Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong penggunaan 

mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang ramah konsumen. OJK juga 

telah mengatur pedoman bagi platform pinjaman online untuk memberikan akses ke proses 

penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, termasuk melalui mediasi. 

Akses dana melalui pinjaman online dimudahkan dengan persyaratan yang lebih 

sederhana dibandingkan bank konvensional. Namun, di balik kemudahan ini, sejumlah 

masalah sering ditemui, seperti penagihan yang agresif, suku bunga tinggi, dan kurangnya 

pemahaman terhadap syarat dan ketentuan, yang dapat menyebabkan sengketa antara pemberi 

pinjaman (lender) dan peminjam (borrower). Pinjaman online diatur dalam Peraturan OJK No. 

 
1 Wonglimpiyarat, J. (2017). FinTech banking industry: a systemic approach. Foresight, 19(6), 590–603 
2 Santoso, W., Trinugroho, I., & Risfandy, T. (2020). What Determine Loan Rate and Default Status in Financial 

Technology Online Direct Lending? Evidence from Indonesia. Emerging Markets Finance and Trade, 56(2), 351–

369. 
3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). Perkembangan Fintech Lending November 2020. 
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77/POJK.01/2016 yang membahas layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi. 

Dalam Pasal 1 Ayat 3, dijelaskan bahwa layanan ini memungkinkan dibuatnya perjanjian 

pinjaman dalam mata uang rupiah secara elektronik melalui internet antara pemberi dan 

penerima pinjaman. Perjanjian pelaksanaan layanan ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 18 

POJK 77/2016,4 yang mencakup perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman 

dan antara pemberi pinjaman dengan peminjam. 

Peningkatan sengketa pada pinjaman online tidak hanya berdampak buruk bagi 

peminjam yang merasa dirugikan, tetapi juga terhadap reputasi platform penyedia layanan. 

Kasus-kasus seperti intimidasi saat penagihan, pelanggaran privasi, dan ketidakseimbangan 

kekuatan hukum antara kedua pihak sering kali memperburuk situasi. Situasi ini memunculkan 

kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan tidak membebani 

kedua belah pihak dengan biaya yang tinggi. Di sinilah peran mediasi sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa menjadi penting. 

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang 

mengedepankan dialog antara pihak-pihak yang berselisih dengan dibantu oleh mediator yang 

netral. Dalam konteks pinjaman online, mediasi menawarkan beberapa keunggulan, antara lain 

sifatnya yang lebih cepat, lebih fleksibel, dan tidak seformal jalur pengadilan. Selain itu, 

mediasi juga memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai 

tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal. 

Penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pinjaman online semakin relevan 

mengingat karakteristik sengketa yang sering kali melibatkan konsumen dengan tingkat literasi 

keuangan yang rendah. Dengan adanya mediasi, konsumen memiliki kesempatan untuk 

didengarkan dan menyampaikan keluhannya secara langsung tanpa harus terintimidasi oleh 

kerangka hukum yang kaku. Di sisi lain, penyedia layanan pinjaman juga dapat 

mempertahankan reputasi dan kepercayaan konsumen melalui penyelesaian sengketa yang 

beretika. 

Selain itu, mediasi juga mampu mereduksi beban pengadilan yang semakin meningkat 

akibat banyaknya kasus sengketa pinjaman online yang masuk ke jalur hukum. Sistem 

peradilan yang padat dan proses hukum yang berlarut-larut dapat mengakibatkan hilangnya 

waktu dan biaya bagi kedua belah pihak. Melalui mediasi, sengketa dapat diselesaikan dengan 

lebih cepat, sehingga efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai. 

 
4 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, 29 Desember 2016 terdiri dari (1) SAL - POJK Fintech.pdf; (2) SAL - Penjelasan POJK 

Fintech.pdf; (3) SAL - Lembar Pemisah Lampiran.pdf; (4) SAL - Lampiran POJK Fintech.pdf; SAL - Formulir 3 Fintech.pdf 
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Meskipun mediasi menawarkan berbagai kelebihan, terdapat tantangan dalam 

implementasinya, terutama terkait dengan tingkat kesadaran dan pemahaman para pihak 

mengenai mediasi itu sendiri. Banyak peminjam yang belum memahami hak-hak mereka 

dalam proses mediasi, sementara pemberi pinjaman terkadang enggan untuk menempuh jalur 

mediasi karena dianggap tidak menguntungkan. Oleh karena itu, edukasi mengenai mediasi 

dan hak-hak konsumen dalam pinjaman online menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas 

penyelesaian sengketa melalui jalur ini. 

Oleh karena itu  penyelesaian sengketa pinjaman online melalui mediasi dapat menjadi 

alternatif yang solutif dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan didukung 

regulasi yang memadai serta peningkatan literasi konsumen, mediasi berpotensi untuk menjadi 

mekanisme yang lebih sering digunakan dalam menyelesaikan konflik di sektor fintech 

lending. Ini tidak hanya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen, tetapi juga 

mendukung perkembangan industri fintech yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. 

 

2. METODE 

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan 

dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Peneliti mengumpulkan data dari sumber 

hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menganalisis masalah hukum yang ada. Setelah 

memilih dan mengevaluasi relevansi bahan hukum, akan diperlukan mengolah dan 

menganalisis data tersebut menggunakan teori yang tepat, sehingga dapat menghasilkan 

kesimpulan yang bersifat deduktif.5 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengetahuan tentang Aturan Pinjaman On line 

Dalam konteks Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 mengenai 

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, diatur berbagai aspek yang 

berkaitan dengan pemberi dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman diartikan sebagai 

individu, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memiliki piutang akibat perjanjian layanan 

pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi (Pasal 1 angka 8). Sementara itu, 

penerima pinjaman didefinisikan sebagai individu dan/atau badan hukum yang mempunyai 

utang karena perjanjian serupa (Pasal 1 angka 7). Selain itu, penyelenggara layanan yang 

dimaksud diidentifikasi sebagai badan hukum Indonesia yang bertugas untuk menyediakan, 

 
5 Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum (93rd ed.). Jakarta: Kencana. 
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mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi 

(Pasal 1 angka 6). 

Pinjaman online, berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, merupakan suatu 

bentuk layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima 

pinjaman. Proses ini dilaksanakan melalui sistem elektronik yang memanfaatkan jaringan 

internet, sehingga memungkinkan transaksi pinjam-meminjam dapat dilakukan dengan cepat 

dan efisien. Dengan adanya teknologi ini, baik individu maupun perusahaan dapat dengan lebih 

mudah mendapatkan akses ke dana tanpa harus melalui prosedur yang rumit seperti yang biasa 

terjadi di lembaga keuangan tradisional. 

Pinjaman online dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pinjaman online yang 

legal dan yang ilegal. Pinjaman online yang legal adalah yang terdaftar dan mendapatkan izin 

dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). OJK bertugas melakukan registrasi dan pengawasan untuk 

melindungi konsumen dari praktik pinjaman yang merugikan, sekaligus memastikan bahwa 

pemberi pinjaman mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan. 

Di sisi lain, pinjaman online ilegal tidak terdaftar di OJK dan tidak mendapatkan 

pengawasan dari lembaga pemerintah. Jenis pinjaman ini sering kali menawarkan suku bunga 

yang sangat tinggi, yang dapat membebani peminjam. Selain itu, pinjaman online ilegal 

berpotensi menimbulkan risiko penipuan dan praktik peminjaman yang tidak etis. Oleh karena 

itu, penting bagi masyarakat untuk selalu memastikan bahwa mereka memilih layanan 

pinjaman yang legal dan terpercaya. 

Keberadaan lembaga pinjaman online dalam konteks legalitas tidak dapat hanya diukur 

dari keberadaannya di Play Store Android. Masyarakat memiliki akses untuk memeriksa secara 

berkala data penyelenggara pinjaman online yang telah terdaftar dan berizin melalui situs resmi 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi ini diperbarui setiap bulan, sehingga konsumen dapat 

memastikan bahwa lembaga yang mereka pilih untuk bertransaksi telah memenuhi semua 

persyaratan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk tetap 

waspada dan melakukan pengecekan agar tidak terjebak dalam praktik pinjaman ilegal yang 

dapat merugikan. 

Lembaga penyelenggara pinjaman online yang diakui secara hukum adalah entitas 

hukum yang berperan dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjaman 

online. Dalam konteks ini, pengguna pinjaman online terbagi menjadi dua kategori: penerima 

pinjaman dan pemberi pinjaman. Penerima pinjaman merupakan individu atau badan hukum 

yang berutang sebagai akibat dari perjanjian pinjaman, sedangkan pemberi pinjaman meliputi 

individu, badan hukum, atau badan usaha yang memiliki piutang dari perjanjian tersebut. 
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Dengan pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing pihak, pengguna diharapkan 

dapat lebih bijak dalam memilih lembaga pinjaman online. 

Agar dapat beroperasi secara legal, penyelenggara pinjaman online diwajibkan untuk 

mendaftar kepada OJK. Proses pendaftaran ini menjadi langkah penting dalam memastikan 

bahwa lembaga tersebut memenuhi semua regulasi yang ditetapkan. Permohonan pendaftaran 

harus diajukan oleh Direksi lembaga kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana 

Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dengan mendaftar dan 

memperoleh izin dari OJK, lembaga pinjaman online dapat memberikan jaminan kepada 

konsumen bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum yang sah, sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang mereka tawarkan. 

 

Strategi Penyelesaian Sengketa dalam pinjaman on line 

Di era digital yang semakin berkembang, pinjaman online menawarkan kemudahan 

akses dan kecepatan layanan yang menarik banyak konsumen. Namun, kemudahan ini juga 

membawa tantangan, terutama dalam hal pemahaman tentang syarat dan ketentuan yang 

berlaku. Banyak konsumen yang tergoda dengan proses yang cepat dan sederhana, sering kali 

tanpa membaca detail ketentuan yang ada. Akibatnya, perbedaan pemahaman mengenai produk 

dapat muncul, menyebabkan sengketa ketika konsumen merasa tidak mendapatkan apa yang 

mereka harapkan atau tidak menyadari kewajiban mereka. Situasi ini menunjukkan betapa 

pentingnya penyuluhan dan edukasi yang jelas dari pihak LJK. 

LJK yang menyediakan layanan pinjaman online memiliki tanggung jawab untuk 

meningkatkan upaya edukasi kepada konsumen. Informasi yang transparan dan mudah 

dipahami tentang produk pinjaman, termasuk suku bunga, biaya tambahan, dan konsekuensi 

dari keterlambatan pembayaran, harus disampaikan dengan jelas. Dengan pemahaman yang 

lebih baik, diharapkan konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan 

meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari. Edukasi yang efektif juga akan membantu 

mengurangi asumsi bahwa konsumen sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai 

produk yang ditawarkan. 

Ketika sengketa terjadi, langkah pertama yang harus diambil adalah menghubungi unit 

layanan pelanggan atau penyelesaian pengaduan di LJK terkait. Setiap LJK harus memiliki 

mekanisme yang jelas untuk mengakomodasi pengaduan dan menyelesaikan masalah secara 

internal sebelum melangkah ke jalur hukum. Proses penyelesaian internal ini tidak hanya 

bertujuan untuk memberikan solusi yang cepat, tetapi juga untuk membangun kepercayaan 
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antara konsumen dan LJK. Ketersediaan layanan ini akan sangat membantu konsumen yang 

merasa dirugikan dan mencari keadilan. 

Jika penyelesaian di tingkat LJK tidak memuaskan, konsumen memiliki hak untuk 

mencari solusi alternatif melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lembaga 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) menawarkan metode yang lebih efisien dan 

bersahabat dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang 

dan melelahkan. Pendekatan ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga 

memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang lebih 

memuaskan, yang sangat penting dalam konteks pinjaman online. 

Pentingnya perlindungan konsumen dalam interaksi dengan lembaga jasa keuangan 

(LJK) tidak dapat diabaikan. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks, konsumen 

sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap informasi yang tidak lengkap atau 

menyesatkan. Oleh karena itu, LJK harus berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas 

dan transparan mengenai produk dan layanan mereka. Dengan penyampaian informasi yang 

mudah dipahami, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan sesuai dengan 

kebutuhan mereka, sehingga mengurangi risiko kesalahpahaman yang dapat merugikan kedua 

belah pihak. 

Selain itu, edukasi menjadi salah satu pilar utama dalam perlindungan konsumen. LJK 

harus aktif memberikan edukasi kepada konsumen tentang hak dan kewajiban masing-masing 

dalam transaksi keuangan. Ini tidak hanya membantu konsumen memahami produk yang 

mereka gunakan, tetapi juga memberikan mereka pengetahuan yang diperlukan untuk 

melindungi diri mereka dari potensi penipuan atau praktik yang tidak etis. Dengan pemahaman 

yang lebih baik, konsumen akan lebih percaya diri dan mampu menuntut hak-hak mereka, yang 

pada gilirannya dapat mendorong LJK untuk beroperasi dengan lebih bertanggung jawab. 

Dengan pendekatan yang fokus pada transparansi dan edukasi ini, diharapkan jumlah 

sengketa antara konsumen dan LJK dapat diminimalisir. Ketika konsumen merasa lebih aman 

dan percaya saat bertransaksi, mereka akan lebih cenderung untuk terlibat dalam hubungan 

jangka panjang dengan LJK. Ini akan menciptakan loyalitas yang saling menguntungkan, di 

mana konsumen merasa dihargai dan LJK dapat membangun reputasi yang baik di pasar. 

Kepercayaan ini sangat penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan 

keberlanjutan industri keuangan. 

Membangun hubungan yang harmonis antara konsumen dan LJK adalah kunci untuk 

menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Di era digital yang semakin 

kompleks ini, tantangan baru muncul setiap hari, dan LJK harus siap untuk beradaptasi. Dengan 
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memprioritaskan perlindungan konsumen dan menjalin komunikasi yang efektif, LJK tidak 

hanya akan memenuhi kewajiban mereka, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan 

pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Hasilnya, konsumen akan merasa lebih berdaya, dan 

LJK akan mampu berkembang dalam lingkungan yang lebih positif dan produktif. 

 

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan 

konsumen di sektor keuangan dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

No. 61/POJK.07/2020. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme penyelesaian 

sengketa di sektor jasa keuangan, termasuk pinjaman online. Salah satu langkah penting dalam 

implementasi peraturan ini adalah pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(LAPS). LAPS diharapkan menjadi sarana yang efektif untuk menyelesaikan berbagai konflik 

yang mungkin muncul antara konsumen dan penyedia layanan keuangan. 

Dalam konteks pinjaman online, efektivitas mediasi menjadi kunci untuk penyelesaian 

sengketa yang cepat dan adil. Sektor ini seringkali melibatkan transaksi yang cepat, namun 

juga membawa risiko tinggi bagi konsumen. Sengketa dapat muncul akibat ketidakpuasan atas 

layanan, biaya tersembunyi, atau masalah terkait pembayaran. Melalui mediasi, kedua belah 

pihak dapat berkomunikasi secara langsung, mencari solusi, dan mencapai kesepakatan tanpa 

harus melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan. 

Keberadaan LAPS memberikan konsumen akses yang lebih baik terhadap penyelesaian 

sengketa, yang sebelumnya mungkin sulit dicapai. Dengan adanya mekanisme mediasi, 

konsumen dapat mengajukan keluhan mereka dan mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi dengan lembaga pinjaman online. Proses ini diharapkan dapat 

mengurangi tekanan dan beban mental bagi konsumen, yang sering kali merasa terjebak dalam 

situasi sulit ketika berurusan dengan masalah pinjaman. 

Selain itu, mediasi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan antara 

konsumen dan penyedia layanan keuangan. Dalam dunia yang semakin digital, transparansi 

dan keadilan dalam penyelesaian sengketa menjadi faktor krusial untuk menciptakan hubungan 

yang saling menguntungkan. Dengan proses mediasi yang efektif, konsumen akan merasa lebih 

aman dan terlindungi, sehingga mereka lebih cenderung untuk menggunakan layanan 

keuangan yang tersedia, termasuk pinjaman online. 

Secara keseluruhan, LAPS dan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa 

pinjaman online diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman dan 

transparan. Dengan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen, sektor jasa 
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keuangan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Hal ini akan mendukung perkembangan 

ekonomi yang lebih luas, di mana konsumen dapat berpartisipasi secara aktif dan percaya 

dalam bertransaksi di dunia digital. 

 

Tantangan dalam Implementasi Mediasi untuk Sengketa Pinjaman Online 

Implementasi mediasi untuk sengketa pinjaman online menghadapi berbagai tantangan 

yang perlu diatasi agar proses penyelesaian dapat berjalan efektif. Salah satu tantangan terbesar 

adalah kurangnya kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dan opsi penyelesaian yang 

tersedia. Banyak konsumen yang tidak tahu bahwa mereka dapat menggunakan mediasi untuk 

menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan penyedia layanan pinjaman. Tanpa 

pemahaman yang jelas tentang proses ini, konsumen mungkin mengabaikan kesempatan untuk 

mendapatkan bantuan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). 

Selain itu, ketidakpahaman penyedia layanan juga menjadi tantangan dalam 

implementasi mediasi. Beberapa lembaga pinjaman online mungkin tidak familiar dengan 

mekanisme mediasi dan bagaimana cara berkolaborasi dengan LAPS. Ketidakpahaman ini 

dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk menyelesaikan sengketa secara efisien, sehingga 

memperpanjang proses dan menambah ketidakpuasan konsumen. Jika penyedia layanan tidak 

mampu atau tidak mau terlibat dalam proses mediasi, hal ini akan menghambat efektivitas 

mediasi itu sendiri. 

Perbedaan pendapat dan kepentingan antara konsumen dan penyedia layanan juga 

menjadi tantangan signifikan dalam mediasi. Mediasi mengandalkan kesepakatan antara kedua 

belah pihak, dan sering kali terdapat perbedaan sudut pandang mengenai masalah yang 

dihadapi. Terkadang, penyedia layanan merasa telah memberikan layanan yang memadai, 

sementara konsumen merasa sebaliknya. Perbedaan ini dapat memperlambat proses mediasi 

dan membuatnya menjadi kurang efektif jika salah satu pihak tidak bersedia untuk 

berkompromi. 

Keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi. 

Proses mediasi memerlukan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman untuk 

memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan dengan baik. Jika LAPS tidak memiliki 

cukup mediator yang kompeten, kualitas proses penyelesaian dapat terganggu. Selain itu, 

keterbatasan anggaran untuk kegiatan mediasi juga dapat menghambat kemampuan lembaga 

untuk memberikan layanan yang optimal bagi konsumen. 

Terakhir, membangun kepercayaan terhadap proses mediasi itu sendiri adalah tantangan 

penting yang perlu dihadapi. Jika konsumen atau penyedia layanan merasa skeptis terhadap 
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efektivitas mediasi, mereka mungkin enggan untuk terlibat dalam proses tersebut. Membangun 

reputasi mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang efektif dan adil sangat penting 

untuk mendorong partisipasi dari kedua belah pihak. Dengan mengatasi tantangan-tantangan 

ini, diharapkan implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa pinjaman online dapat 

berjalan lebih lancar dan memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. 

 

Rekomendasi untuk Meningkatkan Kesadaran akan Mediasi 

Dalam konteks interaksi antara konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), mediasi 

menjadi metode yang penting untuk menyelesaikan sengketa secara efisien dan efektif. Namun, 

banyak konsumen yang belum menyadari keberadaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian 

sengketa. Oleh karena itu, penting bagi LJK untuk melakukan upaya edukasi dan sosialisasi 

mengenai mediasi. Melalui seminar, webinar, atau lokakarya yang melibatkan konsumen dan 

pemangku kepentingan lainnya, LJK dapat menjelaskan proses mediasi, manfaatnya, serta 

bagaimana konsumen dapat mengakses layanan tersebut. Dengan meningkatkan pemahaman 

konsumen tentang mediasi, mereka diharapkan akan lebih cenderung mempertimbangkan 

metode ini saat menghadapi sengketa. 

Salah satu langkah krusial dalam meningkatkan kesadaran akan mediasi adalah 

penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses. LJK sebaiknya mencantumkan informasi 

tentang mediasi di situs web dan aplikasi mereka, termasuk langkah-langkah untuk memulai 

proses mediasi dan kontak yang dapat dihubungi. Penyajian informasi yang menarik dan 

mudah dipahami akan membantu konsumen untuk lebih mengenali dan mempertimbangkan 

opsi mediasi. Informasi yang transparan dan komprehensif dapat menjadi alat yang efektif 

untuk menjelaskan manfaat mediasi, sehingga konsumen merasa lebih nyaman dan percaya 

diri untuk menggunakannya. 

Kolaborasi dengan lembaga mediasi dan organisasi perlindungan konsumen juga 

menjadi strategi yang efektif untuk mempromosikan mediasi. LJK dapat mengadakan 

kampanye bersama yang menjelaskan keuntungan mediasi dan menyediakan sumber daya yang 

dibutuhkan konsumen untuk memulai proses. Dengan melibatkan pihak ketiga yang 

terpercaya, kredibilitas informasi yang disampaikan akan meningkat. Kolaborasi ini dapat 

menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan jaminan bahwa 

konsumen mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat. 

Pemanfaatan media sosial dan platform digital juga penting dalam kampanye 

penyuluhan tentang mediasi. Melalui konten menarik seperti infografis, video, dan testimonial, 

LJK dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan mengedukasi mereka tentang mediasi. 
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Kisah sukses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat memberikan contoh nyata yang 

memotivasi konsumen untuk mempertimbangkan mediasi sebagai solusi. Dengan pendekatan 

yang kreatif dan relevan, kesadaran akan mediasi dapat meningkat di kalangan konsumen. 

Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebaiknya mendorong pelatihan bagi staf mereka 

mengenai mediasi dan cara menjelaskan manfaatnya kepada konsumen. Dalam dunia yang 

semakin kompleks ini, di mana sengketa sering kali muncul akibat ketidakpahaman atau 

ketidaksesuaian antara pihak-pihak yang terlibat, penting bagi staf LJK untuk memiliki 

pengetahuan yang mendalam mengenai proses mediasi. Pelatihan yang komprehensif dapat 

memberikan staf pemahaman yang jelas tentang bagaimana mediasi bekerja dan keuntungan 

yang ditawarkannya, sehingga mereka dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada 

konsumen. 

Staf yang teredukasi dengan baik akan lebih mampu memberikan informasi yang akurat 

dan memadai ketika konsumen menghadapi sengketa. Mereka tidak hanya akan dapat 

menjelaskan proses mediasi dengan rinci, tetapi juga memberikan contoh konkret dari situasi 

di mana mediasi berhasil menyelesaikan masalah. Dengan begitu, konsumen akan merasa lebih 

siap dan percaya diri untuk memilih mediasi sebagai opsi penyelesaian masalah mereka. Hal 

ini penting untuk menciptakan rasa saling percaya antara konsumen dan LJK, yang pada 

gilirannya dapat memperkuat reputasi LJK sebagai lembaga yang responsif dan peduli terhadap 

kebutuhan pelanggan. 

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran akan mediasi dapat 

meningkat di kalangan konsumen. Peningkatan kesadaran ini tidak hanya akan mempermudah 

proses penyelesaian sengketa, tetapi juga dapat mengurangi ketegangan dan konflik yang 

mungkin timbul akibat masalah yang tidak terselesaikan. Ketika konsumen merasa bahwa 

mereka memiliki pilihan yang efektif untuk menyelesaikan sengketa, mereka cenderung lebih 

puas dengan pengalaman mereka dan lebih mungkin untuk terus menggunakan layanan LJK di 

masa mendatang. 

Selain itu, dengan mengurangi jumlah sengketa yang terjadi, LJK dapat 

mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan 

pelayanan dan kinerja mereka secara keseluruhan. Hubungan yang lebih harmonis antara 

konsumen dan LJK akan tercipta, menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Oleh 

karena itu, penting bagi LJK untuk terus mendorong pelatihan dan pengembangan staf dalam 

bidang mediasi, sebagai investasi jangka panjang untuk membangun hubungan yang lebih baik 

dengan konsumen mereka. 
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4. KESIMPULAN 

Perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam sektor keuangan melalui fintech 

lending dan pinjaman online, telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap 

layanan keuangan. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan, seperti meningkatnya 

sengketa antara pemberi pinjaman dan peminjam yang sering kali disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman tentang syarat dan ketentuan pinjaman. Regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam melindungi konsumen dan memastikan 

keamanan serta transparansi dalam operasional layanan pinjaman online. 

Mediasi muncul sebagai alternatif yang solutif dalam penyelesaian sengketa, 

menawarkan proses yang lebih cepat, fleksibel, dan tidak formal dibandingkan jalur hukum. 

Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran konsumen dan pemahaman penyedia layanan 

mengenai mediasi masih perlu diatasi. Oleh karena itu, penting bagi lembaga penyelenggara 

pinjaman online untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang mediasi serta 

menyediakan informasi yang jelas dan aksesibel bagi konsumen. 

Dengan upaya yang tepat, mediasi dapat menjadi mekanisme yang lebih umum 

digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam sektor pinjaman online, yang tidak hanya 

memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen, tetapi juga mendukung 

pertumbuhan industri fintech yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Membangun 

kesadaran akan mediasi serta memberikan pelatihan kepada staf lembaga jasa keuangan dapat 

membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara konsumen dan penyedia layanan, 

sehingga meminimalkan sengketa yang terjadi. 
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